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Abstract 
Fisheries activities has become a human tradition since ancient times until today. And 
for centuries the extraction of marine natural resources has become a source of food 
security, livelihood and culture of coastal communities in general. Until now, any 
trait that not much has changed. The increase in world population and the need for 
economic development has caused tremendous escalation involves the extraction of 
fish resources. 
 
But in fact an irony of life of fishing communities, ie life of poverty amid wealth 
potential of fishery resources in the surrounding areas, most of them are still far from 
enough, even the fishermen community is one of the poorest and underdeveloped, 
compared to other groups. 
 
Some problems can be described in this paper based on the description of the analysis 
of the situation, it can be expressed as follows: (1). How to foster understanding to 
coastal communities (especially those who work as traditional fishermen) on the 
importance of understanding perundangan- law and regulations, in particular Act No. 
45 of 2009 on Fisheries ?, (2). How to build coastal communities (especially those 
who work as traditional fishermen) to escape from poverty? 
 
The purpose of this activity is done so that the fishing community to benefit from this 
activity. Things to be achieved in particular is the follow-up (action plan) from 
interested parties in terms of guidance to the coastal communities (traditional 
fishermen) in an attempt to escape poverty in their lives by taking into account the 
rights and obligations of the existing regulations and implement empowerment that 
has been done by the government through existing programs and youth programs of 
the youth and the private sector in the region. 
 
Keywords : fishing, legislation, poor 
 2 
 
A. Analisis Situasi 
Adalah wajar kalau terdapat banyak aktifitas kehidupan penduduknya 
Indonesia yang berada disekitar pantai sebagai nelayan. Pendayagunaan laut secara 
penuh dan bijaksana pada dasawarsa mendatang akan sangat berpengaruh terhadap 
ketahanan nasional kita, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan. Hal ini jelas karena lautan merupakan lingkungan fisik 
yang mendominasi kepulauan Indonesia, hampir 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan 
dan ditaburi lebih kurang 17.500 buah pulau besar dan kecil dengan garis pantai yang 
panjangnya hampir 81.000 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia 
setelah Kanada, oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan 
kepulauan terbesar di dunia. Perairan wilayah perikanan indonesia dengan luas 5,8 
juta km2, terdiri dari perairan nusantara dan perairan laut teritorial Indonesia seluas 
3,1 juta km2 ditambah perairan ZEE Indonesia seluas 2,7 juta km2, yang 
mengandung sumber daya ikan dengan potensi yang cukup besar.  
Pramono dalam pengantar Akhmad Solihin mengatakan bahwa sejarah 
mencatat sebelum Indonesia berdiri, beberapa kerajaan maritim di nusantara seperti 
Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit mengalami kejayaan karena kemampuannya dalam 
membangun kekuatan armada laut. Serta  mampu memanfaatkan geostrategis dan geo 
politik laut nusantara yang dilalui arus pelayaran niaga Internasional. Bahkan, dalam 
sejarah kebudayaan telah tercatat bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah 
menjadi center of excellence di bidang maritim, kebudayaan dan agama di seluruh 
wilayah Asia Tenggara
1
.  
Namun manisnya sejarah tidak terjadi pada keadaan Indonesia pada masa kini 
dengan segala kelebihannya di bidang bahari, oleh karena itu lebih lanjut Akhmad 
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 Pramono dalam Akhmad Solihin, 2010, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan isu, Permasalahan, 
dan Telaah Kritis kebijakan, Nuansa Aulia, Bandung, hal vii. 
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Solihin
2
 menjelaskan bahwa Indonesia dihadapkan pada setumpuk permasalahan 
diwilayah laut, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, masih 
maraknya ilegal fishing, ilegal mining, dan berbagai tindakan ilegal lainnya termasuk 
traficking dan penyelundupan senjata.  
Sehingga kompleksitas permasalahan kelautan dan perikanan di Indonesia 
tidak dapat dilepaskan dari marginalisasi yang terjadi selama bertahun-tahun 
lamanya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih berbasiskan 
daratan (continental oriented,  kebijakan tersebut menafikan Indonesia sebagai negara 
kepulauan yang besar dan semangat kebaharian yang tinggi.  
Lebih parahnya lagi, ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola lautnya, 
menyebabkan masyarakat pesisir umumnya dan masyarakat nelayan khususnya 
menjadi komunitas termiskin di seluruh nusantara.  
Masalah kemiskinan masyarakat nelayan, mengandung fenomena yang sangat 
kompleks, meliputi aspek ekonomi, politik, teknologi, sosial budaya dan sebagainya 
yang berpengaruh terhadap program dan strategi yang berkaitan dengan upaya 
pemberdayaan masyarakat nelayan. Kerusakan ekosistem laut juga salah satu faktor 
yang di indikasikan dapat menimbulkan kemiskinan, karena berkurangnya sumber 
ikan.  
Hal lain juga terjadi karena persepsi budaya masyarakat nelayan terhadap 
eksistensi sumber daya, seperti ikan di laut tidak akan habis dan ikan akan habis 
kalau daun-daun di darat sudah habis. Interpretasi yang tepat atas makna suatu 
ungkapan hendaknya memperhatikan secara konstektual zaman ketika ungkapan itu 
dilahirkan, kondisi ekologi, ketersediaan sumber daya alam dan populasi penduduk. 
Apabila persepsi budaya masyarakat ini dijadikan refrensi oleh nelayan untuk 
melakukan penangkapan ikan secara destruktif artinya ada kesalahan penafsiran 
makna ungkapan karena dilepaskan dari konteks zamannya.  
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 Akhmad Solihin, 2010, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis 
kebijakan, Nuansa Aulia, Bandung, hal vii. 
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Saat ini, ungkapan serupa juga masih tetap hidup seperti “ada laut ada ikan” 
atau “asal mau melaut pasti dapat makan atau dayung basah periuk berisi” bahwa laut 
dan ikan di ciptakan Tuhan untuk manusian dan kewajiban manusia untuk 
menghabiskannya, nanti juga ada ikannya. Hal-hal ini juga mendorong pemerintah 
untuk mengatur hubungan ekonomi dan yang terkait dengan perikanan. Disamping 
sebagai perwujudan kewenangan negara,  juga adanya komitmen pemerintah 
melaksanakan kontrol politik terhadap semua lapisan masyarakat. 
Permasalahan yang muncul pada tataran negara lain juga mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap hak- hak nelayan seperti yang di ungkapkan oleh 
Akhmad Solihin bahwa “mudah-mudahan Pemerintah Australia beserta aparat 
keamannnya tidak mengidap penyakit amnesia. Sehinggga Australia tidak mudah 
melupakan traditional fishing rights nelayan Indonesia yang tertuang dalam 
Memorandum of Understanding (MOU) pada tanggal 7 November 1974 tentang 
“memorandum of Understanding between the Government of Australia and the 
Government of the Republik Indonesia Regarding the operations of Indonesia 
Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing zone and 
Continental Shelf”. 
Lebih lanjut, hal ini bermakna bahwa dengan tidak jelasnya istilah nelayan 
tradisional tersebut, maka setiap saat nelayan tradisional Indonesia selalu ditangkapi 
oleh aparat keamanan Australia. Sehingga istilah “sudah jatuh tertimpa tangga” lebih 
tepat bagi nelayan tradisional, karena di satu sisi, mereka tidak terperhatikan oleh 
Pemerintah Indonesia yang terlalu berkonsentrasi pada kapal asing yang lebih 
menggiurkan. Sementara di sisi lain, nelayan tradisional diposisikan sama dengan 
pencuri oleh Pemerintah Australia
3
. 
Pengaturan kegiatan pembangunan ekonomi di sektor perikanan tidak terlepas 
dari corak kebijakan ekonomi makro, dimana pembangunan perikanan diarahkan 
pada penggunaan teknologi modern berskala menengah dan besar yang didasarkan 
                                                 
3
 Ibid hal. 29 - 30 
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pada pertimbangan efisiensi, orientasi eksport dan eksploitasi sumber daya perikanan. 
Pengenalan dan penggunaan teknologi ini, karena sebagian besar nelayan masih 
menggunakan alat tangkap tradisional, dan sumber daya perikanan laut merupakan 
milik bersama, dimana setiap orang mempunyai akses untuk mengekploitasinya.  
Penangkapan ikan yang menggunakan teknologi modern mempunyai 
kemampuan berkompetisi lebih tinggi dalam mengeksploitasi sumber ikan sehingga 
dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi pihak pemodal besar, jika 
dibandingkan dengan penangkapan ikan menggumakan teknologi tradisional yaitu 
pihak nelayan tradisional yang menghuni sepanjang pantai Indonesia. Dengan di 
implementasikannya UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, penekanan terhadap 
aturan pengawasan dan penegakan hukum dan keberpihakan pada nelayan kecil dapat 
diwujudkan.  
B. Tinjauan Pustaka 
 Kegiatan perikanan telah menjadi tradisi manusia sejak zaman purba hingga 
saat ini. Dan selama berabad-abad ekstraksi sumber daya alam bahari telah menjadi 
sumber ketahanan pangan, penghidupan, dan budaya masyarakat pesisir pada 
umumnya. Sampai saat ini pun sifat itu tidak banyak yang berubah. Peningkatan 
penduduk dunia dan kebutuhan untuk pembangunan ekonomi telah menyebabkan 
eskalasi yang luar biasa menyangkut ekstraksi sumber daya ikan.  
Dewasa ini ikan telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat dunia. Ikan 
telah menjadi sumber utama protein hewani dari pada sumber hewani lainnya selain 
penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan juga permintaan terhadap produk ikan 
meningkat dua kali lipat dan diproyeksikan akan terus meningkat. Sektor perikanan 
merupakan salah satu sektor primer yang mampu tumbuh positif ditengah terpaan 
krisis, dan salah satu sektor penyumbang devisa nasional.  
Data FAO mencatat bahwa Indonesia memiliki volume produksi teratas di 
kawasan ASEAN pada tahun 2008 mencapai 8,8 ton/pertahun meliputi perikanan 
tangkap dan budidaya. Dengan jumlah tersebut, kontribusi Indonesia terhadap total 
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produksi perikanan dunia juga meningkat atau tertinggi kedua setelah  China di 
kawasan Asia. Ini berarti sumber daya ikan diperairan Indonesia sangat kaya dan 
berlimpah. Dengan potensi sebesar itu seharusnya masyarakat nelayan yang tinggal di 
pesisir pantai dan yang bergelut dibidang perikanan merupakan masyarakat yang 
paling sejahtera.  
Namun pada kenyataannya sebuah ironi kehidupan masyarakat nelayan, yakni 
hidup miskin ditengah kekayaan potensi sumber daya perikanan yang ada di 
sekitarnya, sebagian besar dari mereka masih jauh dari cukup, bahkan masyarakat 
nelayan merupakan salah satu kelompok yang paling miskin dan tertinggal, 
dibandingkan golongan masyarakat lain
4
. 
Diakui atau tidak pembangunan perikanan memang penuh dengan ironi. Di 
Indoneasia dengan sebutan negara marim serta memiliki coastal line yang hampir 
seperlima panjang pantai dunia memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup 
besar. Indonesia juga dikenal kaya akan marine diversity dimana lebih dari 450 
spesies coral dan lebih dari 2.000 spsesies ikan diketahui berada diperairan 
Indonesia. Ironi tersebut timbul manakala kekayaan alam tersebut tidak tereflesikan 
pada pelaku perikanan itu sendiri. Secara makro, kontribusi sektor perikanan mesih 
sekitar 2% dengan export earning sebesar US$ 1,6 juta (DKP,2005) meski sektor ini 
mempekerjakan lebih dari 2,7 juta jiwa, namun kemiskinan di wilayah pesisir masih 
menjadi ciri khas sektor perikanan
5
.  
Pada umumnya para nelayan mengalami keterbatasan teknologi penangkapan 
sehingga wilayah operasipun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai. 
Disamping itu, ketergantungan terhadap musim sangat tinggi dan tidak setiap saat 
nelayan dapat melaut, terutama pada musim ombak, diperparah anomali cuaca yang 
menyebabkan perubahan iklim yang sulit diprediksi berapa lama musim ombak 
berlangsung, yang dalam siklus normal, musim biasanya hanya selama satu bulan. 
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 Mubyarto, et. al. 1984. Nelayan dan  Kemiskinan; Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai, 
Jakarta ; Rajawali.  
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 Akhmad Fauzi. 2005 Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis dan gagasan, Jakarta, PT 
Gramedia Pustaka Umum, hal 97. 
 7 
Akibat dari keadaan ini tidak ada hasil tangkapan yang bisa diperoleh. Kondisi ini 
jelas tidak menguntungkan nelayan karena secara riil rata-rata pendapatan perbulan 
menjadi lebih kecil, dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis 
di konsumsi pada saat paceklik. Rendahnya nilai tukar ikan dan besarnya tanggungan 
keluarga juga merupakan faktor penyebab kemiskinan.  
Melihat besarnya potensi sumber daya laut yang tersedia tersebut, sulit 
dikatakan bahwa kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat nelayan merupakan 
kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang terjadi akibat sumber daya alam yang 
tersedia tidak mencukupi kebutuhan primer penduduk. Adanya dugaan bahwa 
kemiskinan masyarakat nelayan lebih disebabkan oleh masalah struktural, yaitu 
“kemiskinan yang di derita oleh golongan masyarakat yang karena struktur sosial 
masyarakatnya tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang 
sebenarnya tersedia bagi mereka, terbatasnya SDM, terbatasnya teknologi alat 
tangkap dan belum adanya akses yang di miliki serta dampak modernisasi perikanan. 
Selain itu kondisi serba kekurangan juga dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi 
sosial budaya
6
. 
 
 
C. Perumusan Masalah 
  
Berdasarkan uraian analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 
dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat pesisir (khususnya 
yang berprofesi sebagai nelayan tradisional) terhadap pentingnya pemahaman 
perundangan- undangan dan peraturan yang berlaku, khususnya UU No. 45 Tahun 
2009 Tentang Perikanan? 
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 Nugroho dalam Mulyadi S, 2005, Ekonomi Kelautan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 48. 
 8 
2. Bagaimana membina masyarakat pesisir (khususnya yang berprofesi sebagai 
nelayan tradisonal ) untuk melepaskan diri dari kemiskinan? 
 
D.   Tujuan Dan Manfaat Kegiatan 
 
1.   Tujuan : 
a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir (khususnya yang 
berprofesi sebagai nelayan tradisional) terhadap pentingnya memahami UU 
No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 
b. Untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat pesisir 
(khususnya yang berprofesi sebagai nelayan tradisional) terhadap pentingnya 
untuk melepaskan diri dari kemiskinan. 
c. Untuk melihat lebih dekat efektivitas UU No. 45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan di Kabupaten bengkayang. 
 
2.   Manfaat  
a. Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat pesisir (khususnya masyarakat 
nelayan) terhadap pentingnya pemahaman peraturan perundang- undangan 
dan peraturan yang ada khususnya UU No. 45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan.  
b. Sebagai upaya penyadaran bagi masyarakat pesisir (khususnya yang 
berprofesi sebagai nelayan tradisional) terhadap pentingnya untuk melepaskan 
diri dari kemiskinan. 
c. Memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya bidang Maritim 
dan Hukum Laut serta menjadi bahan masukan pada instansi yang berwenang. 
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F.    Pembahasan 
 
GAMBARAN UMUM TIPOLOGI GEOGRAFI DAN AKTIVITAS NELAYAN 
PADA WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG. 
 
1. KABUPATEN BENGKAYANG 
  
Gambar 1. Peta Kabupaten Bengkayang 
1.1 Letak Geografis  
Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 
sebelah utara Propinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang 
terletak di 0
0
33'00" Lintang Utara sampai 1
0
30'00" Lintang Utara dan 108
0
39'00" 
Bujur Timur sampai 110
0
10'00" Bujur Timur
7
.  
Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah 
sebagai berikut:  
Ø Utara    :  Serawak-Malaysia Timur  
                   Kabupaten Sambas  
Ø Selatan :  Kabupaten Pontianak  
Ø Barat    :  Laut Natuna  
                    Kota Singkawang  
Ø Timur    :  Kabupaten Sanggau  
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  http://bengkayangkab.bps.go.id/ 
 
 10 
                    Kabupaten Landak  
 
1.2 Kondisi Demografi 
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 17 kecamatan 
dan 124 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang pada tahun 2008 sebesar 
219.963 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 112.802 jiwa 
(51,28%) dan 107.161 jiwa perempuan (48,72%) serta jumlah keluarga sebesar 
48.825 KK dengan rata-rata banyaknya anggota keluarga 5 jiwa
8
. 
Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang, 
kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini 
termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya. Kondisi alam yang 
kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, 
Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, 
Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.   
 
1.3 Sektor Perikanan 
Sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari perairan, baik berupa 
laut maupun sungai. Laut dan sungai-sungai yang mengalir di berba-gai kecamatan 
yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan suatu potensi yang baik 
untuk mengembangkan sektor perikanan, baik perikanan laut, perikanan umum, 
maupun budidaya. Namun demikian, pada kenyataannya, potensi tersebut belum 
dimanfaatkan secara maksimal. 
Produksi dibidang perikanan ada beberapa jenis antara lain perikanan laut, 
perikanan perariran umum, ikan awetan, budidaya kolam, budidaya keramba, tambak 
udang, dan budidaya rumput laut. Produksi perikanan laut pada tahun 2006 sebesar 
3.587 ton baik berupa ikan segar maupun udang basah. Selanjutnya untuk jenis 
perikanan umum, produksinya sebesar 42,32 ton, jenis ikan awetan produksinya 
                                                 
8
  http://bengkayangkab.bps.go.id/ 
 11 
sekitar 25,5 ton, produksi budidaya kolam sebesar 108,90 ton, budidaya keramba 
sebesar 20 ton, produksi tambak udang sebesar 666,20 ton, dan produksi budidaya 
rumput laut sebesar 8 ton ( rumput laut kering). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 
pada tabel 1 dan tabel 2, berikut ini: 
 
Tabel 1 
 
Produksi Ikan Budidaya Tahun 2004 - 2006 
No Jenis Ikan 
Produksi 
2004 2005 2006 
1.  Mas 29,4  27,7  23,1  
2.  Nila 34,8  39,9  35,2  
3.  Tengadak 3,6  3,2  3,0  
4.  Gurame 1,4  1,1  0,5  
5.  Lele Dumbo 17,4  18,4  19,5  
6.  Betutu 5,3  5,1  4,5  
7.  Patin 7,5  5,7  5,5  
8.  Bawal Tawar 16,4  16,4  17,2  
9.  Udang Windu 101,0  61,5  0,0  
10.  Udang Putih ( Padame) 216,2  274,6  315,2  
  Jumlah  433,0  453,6  459,7  
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang. 
 
 
Tabel 2 
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Jumlah Produksi Perikanan Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkayang Tahun 2004 - 
2006 
No. Jenis Produksi 
Produksi (Ton) 
2004 2005 2006 
1.  Penangkapan 
10.202 
3.207  
12.323 
3.409  
13.999 
4.360  
2.  
Budidaya 
 
1. Tambak 
2. Kolam 
3. Keramba 
4. Rumput Laut 
 
 
216,2 
100,7 
6,9 
2,9  
 
 
317,6 
119,5 
5,6 
3,9  
 
 
666,299 
135,6 
1,2 
5,7  
Sumber :  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang dan BPS Kab. 
Bengkayang  
 
1.4 Pantai 
Kabupaten Bengkayang memiliki wilayah perairan laut yang terletak di 
Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan, jumlah pulau yang ada di 
Kabupaten Bengkayang sebanyak 12 (dua belas) pulau, diantaranya yang 
berpenghuni menetap sebanyak 7 ( tujuh ) pulau yaitu Pulau Penata Besar, Penata 
Kecil, Seluas, Pulau Baru (di Desa Sungai Raya) sedangkan Pulau Kabung (di Desa 
Karimunting), Pulau Lemukutan, dan Pulau Randayan ( di Desa P. Lemukutan),dan 
ada 5 ( lima ) pulau yang masih belum berpenghuni, pulau-pulau tersebut terletak di 
Laut Natuna. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini: 
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Tabel 
3
 
 
2.1 KEPENDUDUKAN 
Kependudukan di Desa Karimunting dapat kita bagi berdasarkan struktur  
pendidikan, berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan struktur umur.  
Data umum desa Karimunting : 
Luas wilayah        :    194,50 Km2  
Jumlah KK           : 2.082,00 KK  
Jumlah Penduduk       : 8.475,00 Jiwa 
 
2.1.1 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Struktur Pendidikan  
Berdasarkan data yang di dapat melalui kegiatan pemetaan swadaya maka 
diperoleh data jumlah penduduk Desa Karimunting berdasarkan pendidikan yaitu 
masih ada penduduk yang tidak tahu baca tulis tetapi prosentasenya sangat kecil. 
Untuk Sekolah Dasar (SD) sekitar 30 %, tingkat SMP 40 %, tingkat SMA/Kejuruan 
28 % dan Pergurun Tinggi 2 %. 
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2.1.2 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin 
Dari jumlah penduduk 9.372 jiwa terdiri dari 5.149 orang laki-laki dan 4.223 
orang perempuan, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, oleh sebab itu 
kesetaraan gender sangat di tekankan di Desa Karimunting ini terbukti di setiap 
kegiatan selalu ada unsur perempuan. Kelompok perempuan selalu dilibatkan dalam 
setiap pengambilan keputusan  seperti dalam program ini.  
2.1.3 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Dusun 
Jumlah penduduk desa Karimunting seluruhnya berjumlah  9.372 jiwa, yang 
tersebar di 5 dusun dengan jumlah KK sejumlah 2.082 KK, untuk lebih  lengkapnya 
seperti tabel 6 berikut :  
 
Table 6 
No. Dusun 
Struktur Umur (jiwa) 
Laki-
Laki 
Perempuan 
Jumlah 
KK 
Jumlah 
Penduduk 
1 Sungai Soga  822  754  349  1.576  
2 Kembang Sari  746  840  653  1.586  
3 Teratai  632  641  253  1.273  
4 Teluk Suak  1.082  1.054  361  2.136  
5 Tanjung Gundul  967  937  466  1.904  
 JUMLAH  4.249  4.226  2.082  8.475  
Sumber : PSP3 Desa karimunting, Kab. Bengkayang 
2.3.4      Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian 
Mata pencaharian masyarakat Desa Karimunting sebenarnya sebagian besar 
adalah Petani dan Pekebun, yaitu sebesar  1.379 jiwa sedangkan untuk Nelayan  
sekitar 700 jiwa, sedangkan sisanya bekerja pada sektor lain-lain, sektor ini terdiri 
dari beberapa jenis pekerjaan, seperti tukang kayu, tukang batu, buruh bangunan dan 
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lainya, data ini termasuk yg tidak bekerja atau anak sekolah. Kondisi ini dapat di lihat 
pada table 7: 
Table 7 
 No Dusun 
P
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P
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P
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1 
Sungai 
Soga  
356 120 145 3 38 48 866 1.576 
2 
Kembang 
Sari  
558 103 185 12 78 112 538 1.586 
3 Teratai  207 183 85 8 12 23 755 1.273 
4 Teluk Suak  148 40 128 5 56 6 1.753 2.136 
5 
Tanjung 
Gundul  
110 104 157 6 26 26 1.475 1.904 
 Jumlah  1380 550 700 34 210 215 5.393 8.475 
Sumber : PSP3 Desa karimunting, Kab. Bengkayang 
2.1.4 Kondisi Sosial Keluarga Miskin Desa Karimunting  
Sebagian besar penduduk di Desa Karimunting adalah penduduk dengan 
tingkat kesejahteraan Pra Sejahtera. Meskipun demikian masih terdapat banyak 
penduduk miskin terutama di yang mencapai 200 KK.  
2.2 POTENSI BENCANA  
Desa Karimunting merupakan daearah perkebunan dan pertanian dan 
berhadapan langsung dengan laut natuna sehingga rawan terjadi bencana alam. 
Potensi Bencana
9
 : 
                                                 
9
 Wawancara dengan Koordinator M. Syukrillah, S.E selaku Koordinator Pemuda Sarjana Penggerak 
Pembangunan Pedesaan (PSP3), merupakan program menpora dengan SK tahun 2011- 2013, 
bertempat di kediaman Kepala Kampung di dusun Kembang Sari, RT 03, RW 09 No. 9, Desa 
Karimunting, Bengkayang, pada tanggal 2 bulan September tahun 2012. 
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• Kebakaran lahan: merata di seluruh wilayah Desa Karimunting  
• Banjir   : diwilayah dusun Sungai Soga, Kembang Sari 
dan Teratai.  
• Tanah Longsor  : Tanjung Gundul 
• Angin Ribut  : merata di seluruh wilayah Desa Karimunting 
• Kemiskinan            : Hampir di setiap dusun di Desa Karimunting  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pengamatan selama kegiatan berlangsung, dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat pedesaan khususnya yang tinggal di desa Karimunting masih perlu 
mengetahui lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum 
terhadap anak hasil adopsi. Hal ini terlihat pada antuisme masyarakat dalam 
mengikuti sesi pemaparan materi dan keaktifan mereka dalam sesi diskusi dengan 
mengajukan banyak permasalahan yang berkaitan dengan tema penyuluhan. Oleh 
karena itu, kegiatan serupa dapat terus dilakukan di masa-masa mendatang secara 
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan 
pembinaan di bidang hukum. 
 
B. Saran 
Perlu penanganan yang lebih komprehensif dari semua pihak yang terkait 
dalam upaya mendidik masyarakat pedesaan untuk penyadaran bagi masyarakat 
pesisir (khususnya yang berprofesi sebagai nelayan tradisional) terhadap pentingnya 
untuk melepaskan diri dari kemiskinan. 
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